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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajatak selalu
sama dengan prinsip-prinsip pembukuan menurut S¥dtun pembukuan yang
dilakukan dengan ketentuan SAK dapat digunakankuntanghitung besarnya
penghasilan kena pajak, sepanjang tidak bertentadgagan undang-undang
perpajakan.

Timbulnya perbedaan tersebut, pada dasarnya kgreri@edaan tujuan
dan kepentingan antara akuntansi dan pajak. Tuplamtansi secara umum
adalah memberikan informasi keuangan yang bermarjaaa mengambil
keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepgatin Tujuan pajak adalah
memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negatak umembiayai
pengeluaran negara dan mengatur perekonomian ndgamaedaan tujuan dan
kepentingan tersebut menimbulkan beberapa primsigip antara akuntansi dan
pajak.

Adanya perbendaan prinsip-prinsip antara akun{@®#K) dan pajak akan
mengakibatkan pengakuan serta pembukuan pendgmighasilan dan biaya
yang menjadi dasar penerapan PPh Badan perusakdandpakukan koreksi
fiskal untuk keperluan penghitungan penghasilarakgEjak menurut UU PPh.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik umhénganalisis koreksi

fiskal atas pendapatan dan beban akuntansi senmapdinya terhadap



penghitungan penghasilan kena pajak perusahaanratdnid PPh. Oleh karena
itu, penulis akan menganalisis dalam bentuk peaelilengan judul Analisis
Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Beban atas Rengan Penghasilan Kena

Pajak PT X.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dilakukan oleh penulis ladglakah koreksi
fiskal yang dilakukan oleh PT X telah sesuai denganPPh?

Penelitian ini dibatasi hanya pada koreksi fiskalira pendapatan dan

beban PT X tahun 2005.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisiselseiaian koreksi fiskal
laporan keuangan perusahaan dengan UU PPh.
Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaatikn
1. Perusahaan, mengetahui dan menganalisis kondiangannya berkaitan
adanya perubahan peraturan perpajakan serta meudruahengevaluasi
kebijakan yang dapat mengatasi adanya perubahatupsar tersebut.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mgkatkan kemampuan
analisis dari setiap perubahan peraturan perpajzkam ada.
3. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat merkbarimasukan bagi

pemerintah didalam membuat perubahan peraturaajp&gmn.



BAB I

LANDASAN TEORI

A. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan hasil dari suatu mekarismenyesuaian
pelaporan penghasilan Wajib Pajak secara komers&alrut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang akhirnya didaasihba/rugi fiskal.

Sehubungan dengan adanya perbedaan antara labg (nenurut
perhitungan akuntasi komersial dengan akuntanisalfitoerdasarkan UU PPh),
maka sebelum menghitung pajak penghasilan yangategu terlebih dahulu
laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan karkkseksi fiskal sesuai dengan
UU PPh.

Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan WRgak tidak perlu
membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat pambukuan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan pakia weengisi SPT Tahunan
PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-korékgal.

Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik trehadapngieasilan maupun
terhadap beban-beban (pengurang penghasilan bdetas koreksi fiskal di sini
merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntamsedsial dengan ketentuan

fiskal, yaitu terdiri dari:



1. Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap yaitu perbedaan yang disebabkbedaan pandangan
antara undang-undang perpajakan dengan akuntamsing&n tentang suatu
kejadian akuntansi yang tidak dapat disamakan kakstentuan perundangan.
Misalnya penerimaan dividen yang diterima WajibaR&padan dalam negeri dari
penyertaan modal pada perusahaan yang bertempatéexh di Indonesia bukan
merupakan penghasilan menurut UU PPh sedang meakuatansi merupakan
penghasilan. Sebaliknya seluruh pengeluaran yamyimeakuntansi merupakan
beban oleh UU PPh tidak seluruhnya sebagai beh@ertsgang ditentukan pada
pasal 9 UU PPh.
2. Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu yaitu perbedaan yang terjadi kagagenghasilan atau
beban yang sudah diakui menurut akuntansi tetapumé UU PPh diakui pada
periode berikutnya dan sebaliknya. Misalnya metquEnyusutan, metode

penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tdrtagn sebagainya.

B. Akuntansi Keuangan
1. Pengertian dan Tujuan Akuntansi Keuangan

Pengertian dan tujuan akuntansi keuangan mengapmrkembangan
sejalan dengan perkembangan akuntansi itu seRdmbukuan sebagai salah satu
praktik akuntansi sudah dikenal sejak tahun 36@@lsen Masehi. Pada abad ke-

19 dan awal abad ke-20 akuntansi mengalami perkegalbayang hebat akibat



adanya revolusi industri, mulai dikenakannya pajglendapatan, dan
perkembangan dunia usaha serta bentuk usaha.

Pada awalnya pengertian akuntansi dikenal sebéggiatan catat-
mencatat (pembukuan) atas transaksi yang dilakuRangertian ini berkembang
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, égknddn dunia usaha.

Pengertian akuntansi keuangan menurut NiswongeFdas adalah:

Financial accounting is concerned with the recogdof transactions for a

business enterprises or other economic unit ang#rede preparation of

various report frum such records. The reports, \Wwhicay be for general
purposes or for special purpose provide usefulrmition for managers,

owners, creditors, governmental agencies, and teeerpl public. (C.

Rollin Niswonger dan E. Fess Philip. 1971:12).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akuntansankgun sebagai
proses pencatatan transaksi pada perusahaan attud ekonomi lainnya yang
bertujuan memberikan informasi yang berguna bagiager, pemilik, kreditor,
pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya pengertian akuntansi keuangan me#ungrican Institute of
Certified Public Accountant (AICPARdalah:

Accounting is a service activity. Its function @ provide quantitative

information, promarily financial is nature, about@omic entities that is

intended to be useful in making economic decisiongjaking reasoned
choices among alternative courses of actions. (Agasr Institute of

Certified Public Accountants. 1970:40)

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akuntansangn sebagai
kegiatan jasa yang bertujuan memberikan informasanktatif, khususnya

informasi keuangan mengenai kesatuan ekonomi untakgambil keputusan

yang tepat diantara berbagai pilihan yang ada.



2. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil pengakumulasian pgmrosesan
informasi akuntansi keuangan yang dilakukan sebar&ala untuk memenuhi
kebutuhan pemakai, seperti penanam modal, pembgaingan, pemerintah dan
pihak lainnya. Laporan keuangan tersebut terdiri daraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan, dan catatataptaan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan lapoeaangan suatu
perusahaan sehingga dapat dipergunakan sebagan h@dréimbangan oleh
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujla@oeran keuangan
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuasge) (yaitu:

12 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakanrmiaf yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubaitaisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlalm pesskai dalam

pengambilan keputusan ekonomi. (Ikatan Akuntan ned@a. 2004:

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporaangan: par. 12)
Dari rumusan tujuan laporan keuangan di atas diijgdtarkan lagi bahwa tujuan
laporan keuangan adalah:

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapatdgya mengenai aktiva
dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya gaeai perubahan
dalam aktiva netto (aktiva dikurangi dengan kewvajib suatu perusahaan
yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka meotgietaba.

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membaata pemakai laporan

keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan aatarghasilkan laba.



d.

Untuk memberikan informasi penting lainnya mengepaiubahan dalam
aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, sepertinia@si mengenai aktivitas
pembebanan dan investasi.

Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi laamgy berhubungan
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kehutpbanakai laporan,

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yiagut perusahaan.

Tujuan tersebut berorientasi ke pemanfaatan lagagaangan yaitu untuk bahan

pertimbangan dalam penagmbilan keputusan para @ényak

Laporan keungan disusun menurut prinsip akuntgansgj berlaku umum.

Dalam mengembangkan prinsip akuntansi harus memjieath konsep-konsep

yang mendasari akuntansi, yaitu:

a.

Kesatuan akuntansi, yaitu adanya keterpisahan aarmarusahaan dengan
pemiliknya.

Kesinambungan, yaitu adanya anggapan bahwa pesrsatgpat berjalan
seterusnya.

Periode akuntansi, yaitu pembagian aktivitas pérasa menurut periode-
periode.

Pengukuran dalam nilai uang, yaitu seluruh aktvgarusahaan diukur dalam
satuan uang.

Harga pertukaran, yaitu transaksi dicatat sebemay harus diterima/dibayar.
Penetapan beban dan pendapatan, yaitu beban daappéen didasarkan atas

jumlah yang diharapkan akan diterima/dibayar.



Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa satahtujuan laporan
keuangan adalah untuk memberikan informasi keualygagy membantu para
pemakai laporan keuangan di dalam menaksir pot@esusahaan dalam
menghasilkan laba. Pihak pemerintah/pajak/fiskuskdpentingan pula dalam
penggunaan laporan keuangan, yakni sebagai dakde mnemastikan kebenaran
penghitungan besarnya pajak yang terutang olehWajid Pajak.

Oleh karena itu, agar laporan keuangan memenubarugari pihak
pemerintah/fiskus, maka laporan keuangan tersebudt mlijembatani dengan
suatu rekonsiliasi sehingga besarnya pajak yangatey dari Wajib Pajak dapat

dihitung sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Akun Pendapatan dan Beban
1. Akun Pendapatan dan Pengakuannya

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 23 méndéan
pendapataifrevenue)adalah masuk bruto dari manfaat ekonomi yang tirdauil
aktivitas normal perusahaan selama suatu periode &fus masuk itu
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berdsal kontribusi penanam
modal.

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto rdanfaat ekonomi
yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaatukumirinya sendiri.
Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbgtarg diterima atau yang

dapat diterima.



Nilai wajar adalah suatu jumlah, untuk itu suaktiva mungkin ditukar
atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak ygrgahami dan berkeinginan
untuk melakukan transaksi wajarm’s lenght transaction).

Pelaporan penghasilan/pendapatan dalam laporaan@an selain untuk
memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pijakg berkepentingan juga
mempunyai tujuan dasar adalah untuk membedakan Inyadg diinvestasikan
dengan pendapatan atau antara saham-saham dengesnaries yang
mempengaruhi kekayaan bersih. Di samping itu, agan khusus yaitu untuk
mengukur efisiensi dan efektivitas pimpinan, sebadgsar peramalan arah
perusahaan di masa yang akan datang.

Agar tujuan tersebut tercapai, penghasilan/pendapgang disajikan
dalam laporan keuangan harus mencerminkan penhpsitedapatan yang
diperoleh, dan kegiatan usaha yang telah dilakuketuk memperoleh
pendapatan, dalam satu periode secara wajar daktibbjuntuk menentukan
besarnya penhasilan/pendapatan secara wajar, @dadadiakui dan diukur
dengan prinsip dan cara-cara tertentu.

Sebelum dibahas prinsip penghasilan atau pendapagaurut akuntansi
yang membahas mengenai pengakuannya, maka perhikdiu terlebih dahulu
pengertian penghsilan atau pendapatan menurutaigint
a. Pengertian Penghasilan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAl) mendefinisikan peasjitan (income)
adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu geekdntansi dalam bentuk

pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunangjilk@w yang



mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal kbntribusi penanam
modal.

Kemudia IAlI menjelaskan lebih lanjut mengenai ungenghasilan
sebagai berikut:

74 Definisi penghasilar{income) meliputi baik pendapatafrevenue)
maupun keuntungar(gains) Pendapatan timbul dalam pelaksanaan
aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal desgjauman yang berbeda
seperti penjualan, penghasilan jgéaes), bungan, dividen, royalti dan
sewa.

75 Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang meniedefinisi
penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidakbtul dalam
pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Kegartumencerminkan
kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pa#ekatnya tidak
berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, mebtertidak dipandang
sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

76 Keuntungan meliputi, misalnya pos yang timbulaoe pengalihan
aktiva tak lancar. Definisi penghasilan juga memngakkeuntungan yang
belum terealisasi; misalnya, yang timbul dari raeal sekuritas yang
dapat dipasarkaiimarketable)dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka
panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keongan biasanya
dicantumkan terpisah karena informasi mengenai tposebut berguna
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungasabya dilaporkan
dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan bgbhag bersangkutan.

77 Berbagai jenis aktiva dapat diterima atau bdrtm karena

penghasilan; misalnya kas, piutang serta barangjak yang diterima
sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipRsoighasilan dapat juga
berasal dari penyelesaian kewajiban. Misalnya, gsdraan dapat
memberikan barang dan jasa kepada kreditor untuknas pinjaman.

(Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: Kerangka Dasary@&&man dan

Penyajian Laporan Keuangan: par. 74-77)

Kemudian dengan jelaBinancial Accounting Standard Board (FASB)
membedakan pengertian antara pendapétevenue)dan keuntungar{gains)
sebagai berikut:

82 Revenue are inflows or other enhacements oftsagden entity or
settlements of its liabilities (or a combinationkadth) from delivering or



producing goods, rendering services, or other diitig that constitute the
entity’s on going mayor or central operation.

83 Gains (or other appropriately descriptive tejrage increase in owners
equity (net assets) from peripheral or incidentansactions and other
events and circumstances affecting the enterprisep# those that result
from revenues or investments in the enterprisevnyeos.

(Financial Accounting Standard Board. 1985: par-&2)

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat diketaahwa pengertian
penghasilan menurut akuntansi lebih luas serta akempe pengertian pendapatan
dan keuntungan. Walau pada akhirnya pendapatan k#amtungan akan
menaikkan nilai aktiva, namun terdapat perbedaany yalkup penting terutama
dalam hubungannya dengan penyajiannya dalam lajetsangan.

b. Pengakuan Penghasilan

Pengakuan penghasilan menyangkut masalah apa yakgi debagai
penghasilan atau komponen penghasilan dan saahg&lan diakui atau waktu
pengakuan.

Yang dapat diakui sebagai penghasilan adalah segiardikan dalam
pengertian pengakuan penghasilan menurut Ikatannt&dku Indonesia (lAl)
sebagai berikut:

92 Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kd&@woaikan manfaat
ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peatsgkaktiva atau
penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukemgan andal. Ini
berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaargaderpengakuan
kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalkgaaikan bersih
aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasau penurunan
kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yaragih harus
dibayar).

93 Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik kunttengakui

penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa jpeiigh telah

diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakatmdkerangka dasar
ini. Prosedur semacam ini pada umumnya dimaksudké&wk membatasi



pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diekgan andal dan
memiliki derajat kepastian yang cukup.

(Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: Kerangka Dasary&&man dan
Penyajian Laporan Keuangan: par. 92-93)

Sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian psitgha bahwa

meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pextdagimbul sebagai hasil

dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, komponennya tergantung

bentuk kegiatannya, seperti diungkapkan dengars jeleh lkatan Akuntan

Indonesia (IAl) sebagai berikut:

36 Pernyataan ini harus diterapkan dalam akuntantik pendapatan
yang timbul dari transaksi dan peristiwa ekononmikag ini:

a. penjualan barang;

b. penjualan jasa; dan

. penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pilak#ng menghasilkan
bunga, royalti dan dividen.

(Ikatan Akuntan Indonesia. 2004: PSAK No. 23; 3&).

Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yaegenuhi

definisi penghasilan yang mungkin timbul atau tidekbul dalam pelaksanaan

aktivitas perusahaan yang biasa, yang meliputraéan:

a.

b.

keuntungan yang timbul dalam pengalihan aktivddakar;

keuntungan yang belum terealisasi (misalnya, yamgpul dari revaluasi

sekuritas yang dapat dipasarkan dan kenaikan juakiava jangka panjang).
Terdapat beberapa dasar atau basis pengakuan peaghyaitu:

Basis akrual, yaitu penghasilan diakui pada wakperdleh, tidak tergantung

kapan penghasilan itu diterima.

Basis kas, yaitu penghsilan diakui pada waktu iditertunai dalam suatu

periode tertentu.



Dalam akuntansi sesuai dengan asumsi dasar akiaalbeasis akrual
dimana pengakuan penghasilan dilakukan pada wapgéunadeh, tidak tergantung
kapan penghasilan tersebut diterima, maka waktggleran penghasilan terdiri
dari:

a. Penghasilan diakui pada saat proses penghasikm selesai atau mendekati
penyelesaian dan telah terjadi pertukaran.

b. Penghasilan diakui pada saat selesainya prosesikzipdneskipun barang
belum terjual.
Metode ini dapat digunakan apabila memenuhi kat&riteria sebagai
berikut:
1. Harga jual dapat ditentukan dalam cukup tepat.
2. Tidak diperlukan kegiatan/beban pemasaran yangtbenstuk menjual

produk tersebut.

3. Harga pokok produk yang bersangkutan sulit ditegwuk
4. Satuan-satuan persediaan dapat saling ditukar
Metode ini dapat digunakan pada logam mulia separés.

c. Penghasilan diakui selama tahap produksi secaporzional.
Dalam metode ini penghasilan diakui pada titiktiproses di mana proses
pembuatan barang masih terus berlangsung. Metodgimakan apabila:
1. taksiran beban penyelesaian proses produksi dépatukan dengan baik;
2. harga kontrak (harga jual) telah ditentukan/ditegapterlebih dahulu.
3. tahap kemajuan atau proses produksi yang telapalidapat diperkirakan

dengan baik.



Besarnya penghasilan yang dapat diakui untuk sueiode dapat dilakukan
dengan cara presentase dari beban atau preseatgsdgsaian secara fisik.

d. Penghasilan diakui pada saat barang telah terjablyang menerima titipan
dalam hal ini penjual konsinyasi.

Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, asitagh pokoknya
adalah penghasilan usaha bank, yaitu pendapatrappngyvisi dan komisi, dan
pendapatan karena transaksi devisa.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa maka pmadaga adalah
penjualan jasa.

Pada perusahaan perdagangan dan industri untuk eneleip laba bruto,
penjualan dikurangi harga pokok penjual@®ost of Good Sold)Di dalam
perusahaan dagang yang dimaksud harga pokok pamj@alah saldo awal
persediaan, ditambah dengan harga barang yang, diideirangi dengan nilai
persediaan akhir. Di dalam perusahaan yang bergéraidang industri, harga
pokok penjualan adalah saldo awal persediaan bgeaig ditambah dengan
harga pokok barang yang diproduksi, dikurang dengiéa persediaan akhir.
Pada perusahaan jasa dan perbankan, harga pokplalpenya adalah beban-
beban yang berkaitan langsung dengan jasa ataat&egitamanya.

a. Penjualan

Sesuai dengan prinsip pengakuan penghasilan, pemjudiakui dan

dicatat sebesar nilai pertukarannya pada saatalighertidak tergantung kapan

hasil penjualan tersebut diterima.



b. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok(cost) menunjukkan harga pertukaran atas perolehan barang
atau jasa. Harga barang/jasa yang dijual sudahagrhnunsur laba, yaitu selisih
antara harga jual dengan harga pokok barang/jasg ggual. Harga pokok
barang/jasa yang dijual disebut harga pokok peajual

Penilaian harga pokok penjualan harus sesuai ‘ipritiarga pokok
penjualan”. Prinsip harga pokok menetapkan hargelgiean atau harga pokok
historis yang dianggap paling tepat untuk mengakublehan seluruh barang/jasa
dan penilaiannya. Harga perolehan ialah jumlah yhnkur dalam nilai uang, kas
yang diserahkan atau kekayaan lain yang diseralastan,kewajiban yang timbul
karena barang/jasa yang diterima atau akan diterifmasip ini sesuai dengan
konsep harga pertukaran.

Penentuan besarnya harga pokok penjualan berkd@agan penilaian
persediaan. Persediaan meliputi persediaan balkar barang dalam proses, dan
barang jadi.

Persediaan yang berkaitan dengan harga pokok pemjuadalah
persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijigdngertian persediaan
selanjutnya adalah persediaan barang untuk dijual.

Persediaan harus diukur berdasarkan beban atauredbisasi bersih,
mana yang lebih rendafthe lower of cost and net realizable valu8geban
persediaan dihitung dengan menggunakan rumus belank pertama keluar
pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbémegighted average cost methpd)

atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO)



c. Penghasilan Lain-lain
Di dalam perhitungan laba rugi, pendapatan lain-@isajikan terpisah
dari usaha pokok. Ini dilakukan untuk memberikamigaran yang baik atas
kegiatan perusahaan dalam usahanya memperoleh RA&B mendefinisikan
pendapatan lain-lain sebagai berikut:
Gains are increase in equity (net assets) frompghenial or incidental
transaction of entity and other events and circameses effecting the
entity except those that result from revenue orestwment by owners.
(Financial Accounting Standard Board. 1985: par) 82

Pendapatan lain-lain timbul dari usaha sampingamu atansaksi yang

insidentil, dan atau dari transaksi atau kejads@mdli luar usaha utama.

2. Akun Beban/Biaya dan Pengakuannya

IAlI mendefinisikan bebaexpensesadalah penurunan manfaat ekonomi
selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arlsrkatau berkurangnya
aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatganurunan ekuitas yang
tidak menyangkut pembagian kepada penanam moddinigdebeban ini
mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalafakgsnaan aktivitas
perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalamkgaelaan aktivitas
perusahaan yang biasanya meliputi, misalnya bel&okppenjualan, gaji dan
penyusutan. Beban tersebut biasanya arus keluabati&urangnya aktiva seperti
kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Beban diukur sesuai dengan harga pertukarannyandailai uang, yaitu
jumlah uang atau barang yang diukur dalam satuaa meng yang diserahkan

untuk transaksi tersebut. Pengakuan beban dikaitdengan pengakuan



pendapatan. Jika beban dapat dihubungkan langsemgad pendapatan maka
saat pengakuannya sama dengan saat pengakuan g@ngapisalnya harga
pokok penjualan, dan komisi penjualan. Jika bebdaktdapat dihubungkan
langsung dengan pendapatan maka pengakuannya pesode terjadi, misalnya

beban administrasi, beban penyusutan dan lain-lain.

D. Penghasilan Kena Pajak Menurut UU PPh
1. Pajak Secara Umum
Untuk mempertahankan kelangsungan hidup negaranuaringkatkan
kesejahteraan masyarakatnya diperlukan beban yagar.b Seperti telah
dikemukakan salah satu cara untuk memperoleh peitghanegara adalah
melalui pajak. Penerimaan negara melalui pajak rdipk dari rakyat yang
nantinya digunakan untuk membebani pengeluaranraag#uk pembangunan.
Berikut ini diberikan beberapa definisi pajak.
Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul PdgakPembangunan
mendefinisikan pajak sebagai berikut:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakgmada kas negara
untuk membebani pengeluaran rutin dan “surplus’digunakan untuk
“public saving” yang merupakan sumber utama untuk membéepanbiic
investment”.
Definisi tersebut dikembangkan menjadi:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swistaektor publik
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakamardenidak
mendapatkan imbalan yang secara langsung dapatjukikan, yang
digunakan untuk membebani pengeluaran umum dan yangakan

sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegahromancapai tujuan
yang ada di luar bidang keuangan negara.



Definisi tersebut telah bercorak ekonomis, yaituaflean kekayaan dan
guna pajak dalam masyarakat. Definisi pajak yamyddalah:

Pajak adalah perikatan yang timbul karena undanigrum yang

mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syamgtdiéentukan oleh

UU untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negang dapat

dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan secara laggapat ditunjuk,

yang digunakan untuk membebani pengeluaran-pengelusegara (rutin

dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai aktddmng-

penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidangakgan. (Rochmat

Soemitro. 1998: 13)

Definisi tersebut menekankan segi hukum pajak ydknitang adanya
perikatan dan adanya hak dan kewajiban.

Dari definisi-definisi di atas pajak berisi kewajib masyarakat kepada
negara yang dipungut berdasarkan kekuatan undat@pagroleh pemerintah yang
dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah dendak &ida kontraprestasi dari

pemerintah.

2. Tujuan Penyampaian Laporan Keuangan dan Surat Peamoan

Tujuan utama pajak adalah memasukkan uang sebesamlya untuk kas
negara. Untuk itu pajak harus dapat mendorong malsguntuk aktif membayar
pajak yang menjadi bebannya. Salah satu cara yigngakan adalah sisteself
assessmeryiang digunakan sejak reformasi perpajakan tahgd.19

Sistem self assessmenadalah sistem perpajakan yang menyerahkan
penghitungan pajak terutang dilakukan sendiri dMdgib Pajak. Dengan sistem
ini diperlukan suatu aturan yang harus diikuti mesrag perhitungan jumlah pajak

terutang.



Salah satu yang diwajibkan dan disyaratkan dalatersiself assessment
adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatannya doresia wajib membuat
pembukuan dan menyusun laporan keuangan padatakbm berupa neraca dan
laba rugi. Laporan keuangan tersebut digunakangselsmsar pengisian Surat
Pemberitahuan (SPT) dan dilampirkan pada SPT tetsklal ini sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam UU PPh pasal 28 ay@drnlpasal 4 ayat 4 yang
menyebutkan:

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiataaha atau pekerjaan

bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib yelenggarakan

pembukuan.

Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pelaghateh Wajib

Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilguigk@ngan laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugilsgtdeangan-keterangan

lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Rasitan Kena Pajak.

Laporan keuangan lazimnya disusun berdasarkan pgerabwang dibuat
Wajib Pajak. Pembukuan yang diselenggerakan hdrsslsuai dengan ketentuan
yang ditetapkan pajak. Ketentuan tata cara daansigtembukuan diatur dalam
UU KUP pasal 28 ayat (3), (4), (7), dan (11) yangyinya sebagai berikut:

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus miigeleakan dengan

memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadai@mu kegiatan

usaha yang sebenarnya.

(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggadakatonesia dengan

menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan matay lRupiah, dan

disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahagayasg diizinkan
oleh Menteri Keuangan.

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari aatahengenai harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan beban, sertaiplam dan pembelian,

sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang tegutan

(11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumerg yaenjadi dasar
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain waibhgan selama 10



(sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kiegiaatau di tempat
tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di pamkedudukan bagi
Wajib Pajak Badan.

Ketentuan tersebut tidak mengatur prinsip pembukyang harus
digunakan dengan demikian Wajib Pajak dapat meragds pembukuan baik kas
atau akrual asalkan konsisten dengan tahun sebgdumn

Surat pemberitahuan disusun berdasarkan data yingaala pembukuan
dan digunakan untuk menghitung sendiri pajak tegriga. Dan bagi Direktorat

Jenderal Pajakmerupakan sumber data untuk mengaaasmeneliti besarnya

pajak terutang.

3. Penghasilan menurut UU PPh
Undang-undang perpajakan memberikan pengertian jeasmengenai
penghasilan. Pengertian penghasilan menurut pagifala setiap tambahan
kemampuan ekonomis. Pengertian ini tidak terikab atlaknya sumber
penghasilan yang tetapi menitikberatkan pada mengaltambahan kemampuan
ekonomis. Pengertian ini sesuai dengan ketentdamdadU PPh pasal 4 ayat (1):
“Yang menjadi “Objek Pajak” adalah penghasilan yaetiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehibMagjak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Insianeyang dapat

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WR§ijak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...



Ketentuan tersebut mencerminkan penghasilan sebadgaibahan
kemampuan ekonomis Wajib Pajak tanpa memperhasidiarber pendapatannya
akan tetapi dilihat dari mengalirnya tambahan kepuzan ekonomis kepada
Wajib Pajak maka penghasilan dapat dikelompokkamiaade
a. penghasilan dari pekerjaan seperti karyawan daktgkaprofesi seperti

dokter.
b. Penghasilan dari kegiatan usaha yang melalui ggarsahaan.
c. Penghasilan dari modal.
d. Penghasilan dari kegiatan lainnya seperti menad@gardan lainnya.

Walaupun penghasilan menurut UU PPh menganut ang yuas tetapi
ada beberapa tambahan ekonomis yang dikecualikain odgek pajak. Hal
tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Perincian jenis penghasilan kena pajak dan perlghasiak kena pajak
sebagaimana yang terdapat pada pasal 4 UU PPhipsajikan dalam lampiran

skripsi ini.

4. Pengurang atas Penghasilan Bruto

Untuk mwnghitung besarnya penghasilan kena paja&amjumlah
penghasilan dikurangkan dengan pengeluaran yanghbdlkurangkan dari
penghasilan. Jumlah pengeluaran yang boleh dikkeandari penghasilan untuk
menghitung penghasilan kena pajak harus memenahatsgebagai beban untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilahinHjelas dinyatakan



dalam pasal 6 UU PPh yang perinciannya penulis iléanp pada lampiran skripsi
ini.

Aturan lain mengenai pengurang penghasilan brdedah adanya beban
yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Beima biasanya bersifat
pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melé&kivajaran. Ketentuan ini

diatur dalam pasal 9 UU PPh yang penulis lampidaam lampiran skripsi ini.

5. Pembukuan dan Pelaporan Perpajakan

Dengan berlakunya sistenself assessmenmmaka besarnya pajak
penghasilan dapat diketahui setelah tahun pajadkber yaitu pada saat laporan
keuangan disusun di mana pada laporan laba rugipmedan laba atau rugi yang
diderita. Apabila perusahaan memperoleh laba malak ppenghasilan dapat
dihitung. Jika perusahaan rugi maka ditambahkamgsbakumulasi kerugian
yang dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikut.

Penghasilan kena pajak dihitung setelah laba dilgkan dengan
kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ini adakaimulasi kerugian yang
diderita Wajib Pajak yang dapat digunakan WajibaRajntuk mengurangkan
penghasilan nettonya.

Pajak penghasilan dicatat sebesar jumlah yangkilipkan terutang oleh
perusahaan. Pajak penghasilan yang diperkirakaseliet dapat dikurangkan
denga kredit pajak berupa angsuran PPh pasal@buian dan pemotongan atau

pemungutan oleh pihak lain seperti PPh pasal 2P#&mpasal 23.



Perhitungan pajak penghasilan yang terutang @espdalunasannya
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PEharBdan disampaikan ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak (Kantor PelayaRajak) tempat Wajib Pajak

dikukuhkan paling lambat tiga bulan sejak beralfartahun pajak.



BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan
1. Sejarah Perusahaan

PT. X didirikan di Jakarta tanggal 7 Agustus 19@edasarkan akta notaris
Sudibio Djojopranoto, SH nomor 19.

PT. X bertempat kedudukan di Tangerang dan beraldnialan Jenderal
Sudirman No.15 Tangerang . Jumlah modal dasar padbpendirian perusahaan
adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- terdiri dari®@®dbar saham masing-masing

Rp 500.000,-

2. Kegiatan Usaha Perusahaan
Berdasarkan akta tersebut perusahaan dinyatakgerbkrdalam bidang:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umumagek impor dan
ekspor, antar pulau dan interinsuler dari segalaamabarang yang dapat
diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri magpuntuk perhitungan
orang atau badan lain atas dasar komisi, menjadrdasir, grosir, supplier,
distributor, wakil/agen dari perusahaan atau badawum lainnya, baik dari
dalam maupun dari luar negeri.

b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan/pendgsnpmperencanaan
dan pelaksanaan dari pembangunan perumahan (té&rmpstumahan

rakyat/perumahan murah), gedung perkantoran, terppskir, jembatan,



dermaga, jalan dan bangunan serta prasarananyesigt pula menjual serta
mengelola bangunan-bangunan perumahan dan perkantpemasangan
instalasi listrik, telekomunikasi, air, gas sentaidase.

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dagala bahan yang
dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk jugaajkean tangan (home
industry).

d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darsggad menggunakan
kendaraan bermotor serta pengangkutan air, baikkuanhgkutan orang
(penumpang) maupun untuk angkutan barang.

e. Menjalankan usaha dalam bidang pergudangan dermgamenyewakan dan

atau menerima titipan barang dalam gudang

3. Struktur Organisasi

PT X dalam menjalankan kegiatannya dipimpin oletgoeus perusahaan.
Susunan pengurus perusahaan sejak berdirinya paarsadalah sebagai berikut:
a. Komisaris : Mulyati Gunawan.

b. Direktur Utama  : Henky Sungkar.
c. Direktur : Arief Putra Hermawan.

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kepessjuryang
dilakukan oleh dewan direksi. Komisaris berhak m&wka bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atauasé oleh perusahaan dan
berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, buktiibukihemeriksa dan

mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagaimizm rsengetahui segala



tindakan yang sudah, sedang, dan akan dijalankehsili Para komisaris berhak
atas beban perseroan, meminta bantuan ahli-ahlkuntelakukan pemeriksaan
tersebut.

Direktur utama bertindak atas nama direksi. Duekitama merupakan
pimpinan tertinggi dalam perusahaan. Direktur utdoeganggung jawab penuh
dalam melaksanakan tugas yang ditujukan untuk Keysm perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuannya. Direktur utama ihggtang jawab atas:

a. Manajemen dan pengembangan perusahaan yang tdkftudan dalam
anggaran dasar perusahaan.

b. Mengelola dan menjalankan perusahaan yang dipirgainn

c. Memimpin perusahaan untuk kepentingan intern, meogknasikan,
mengawasi, dan mengarahkan seluruh kegiatan peasatesuai dengan
rencana.

d. Mengangkat dan memberhentikan serta memutasikaawaegegawai yang
ada.

e. Menetapkan kebijaksanaan dan membuat keputusartisapuperusahaan.

f. Mewakili perseroan di dalam dan dan di luar perigadientang segala dan
segala kejadian.

Direktur bertanggung jawab atas segala kegiatanasfmal perusahaan.
Tanggung jawabnya meliputi pengurusan kegiatan-jahl barang dagangan,
pengurusan administrasi dan kepegawaian, dan kedain yang ditujukan untuk
membantu direktur utama melaksanakan tugasnya seknalalam rangka

meningkatkan penjualan dan pemasaran barang dagai@a



4. SPT Tahunan PPh Badan.

SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005 disampaikan tegak waktu pada

tanggal 15 Juni 2006 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1
SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005
Uraian Laporan Koreksi SPT
Keuangan Fiskal
Peredaran Usaha 94.739.389.890 0| 94.739.389.890
Harga Pokok Penjualan 86.513.604.071 0| 86.513.604.071
Laba Bruto 8.225.785.819 0 8.225.785.819
Pengurang Penghasilan Bruto
Beban Gaji, THR dIl. 5.523.231.35( 0 5.523.231.35(
Beban Transportasi 407.608.500 0 407.608.500
Beban Penyusutan 709.117.122 140.088.170Q 569.028.953
Beban Pemasaran/Promosi 45.841.000  45.841.000 0
Beban Lainnya 763.759.941 8.682.700 755.077.241
Jumlah Pengurang Penghasilan 7.449.557.913 194.611.870 7.254.946.043
Bruto
Laba / (Rugi) Usaha 776.227.906 194.611.87(Q 970.839.775
Pendapatan dan Beban dari luar
Usaha:
Pendapatan Jasa Giro 17.522.574 (17.522.574 0
Pendapatan Lain-lain 6.090.250 0 6.090.250
Beban Bunga (376.846.654 0 (376.846.654
Beban Bank (99.273.947 0 (99.273.947
Beban Non Operasional (41.634.270 41.634.270 0
Beban Denda Pajak (87.164.918 87.164.918 0
Jumlah Pendapatan dan Beban  (581.306.965) 146.321.762 (470.030.351

Dari Luar Usaha

Penghasilan Neto 194.920.941 257,598,376 500.809.425
Kompensasi Kerugian 0

Penghasilan Kena Pajak 500.809.000
Pajak Terutang 132,742,700
Kredit Pajak 254.568.000

Pajak Kurang/(Lebih) Bayar

(121.825.300

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan



B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisatipsikini adalah
metode deskriptif. Pemilihan metode ini sesuai dentyjuan penelitian yaitu
untuk menggambarkan atau menguraikan sifat-sifat slaatu keadaan dan
mencari jawaban atas permasalahan yang telah tifikasi dalam bagian
Perumusan Masalah. Metode deskriptif dipergunakatuku pencarian fakta
dengan intepretasi yang tepat dengan tujuan untekcari gambaran yang

sistematis serta fakta yang akurat.

C. Definisi Operasional Variabel
Di dalam penelitian ini, terdapat istilah yang sgkali dipakai di dalam
pembahasan, yaitu:

1. Koreksi fiskal adalah hasil dari suatu mekanisma&ypsuaian pelaporan
penghasilan Wajib Pajak secara komersial menurdénkean peraturan
perundang-undangan perpajakan yang akhirnya didaadidba/rugi fiskal.

2. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaabeio/ang timbul dari
aktivitas normal perusahaan selama suatu periotke dus masuk itu
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak bemealkontribusi penanam
modal.

3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama peainde akuntansi
dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktsa @rjadinya kewajiban
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidakyamgkut pembagian

kepada penanam modal.



4. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yangadiedg@sar pengenaan

pajak.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi, penulis melakukenelitian dan
pengumpulan data melalui :
2. Penelitian Kepustakaan.

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperolehadaekunder,
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membactadaelaah berbagai
literatur, artikel, Undang-undang Pajak, teori, lpukurnal maupun bahan-
bahan kuliah yang berhubungan dengan materi skidpsi mendukung
pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk meohgterlandasan teori
sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan uetugamalisis masalah
yang akan dibahas dalam skripsi ini.

3. Penelitian Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara tetgrhibat langsung
ke lapangan, guna mencari data primer maupun @kiander. Data primer
berupa wawancara dan pengamatan (observasi). Sedamata sekunder

berupa struktur organisasi, deskripsi jabatan,|aaoran keuangan PT X.



E. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, metode analisa yang digunadaalah :

1. Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu anséi data dengan berdasarkan
pada angka-angka yang terdapat pada Laporan KeudD& yang terkait
dengan penghitungan penghasilan kena pajak.

2. Metode Analis Deskriptif Kualitatif, yaitu analisyjgng didasarkan pernyataan

keadaan dan ukuran kualitas yang terdapat pad& pejeslitian.



BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Koreksi Fiskal Akun Pendapatan dan Beban.
Hasil analisis koreksi fiskal menurut perusahaam dazerdasarkan
penerapan undang-undang pajak atas laporan keudat@an hal ini laporan laba

rugi perusahaan adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1

Koreksi Fiskal Menurut UU PPh Tahun Pajak 2005

Uraian Laporan Keuangan Koreksi Fiskal SPT Battan Menurut Koreksi
Komersial Wajib Pajak Tahun 2005 BBh
Peredaran Usaha 94,739,389,890 94,739,389,890 94,739,389,890 -
Harga Pokok Penjualan:
Persediaan Awal 2,142,923,264 2,142,923,264| 2,142,923,264 -
Pembelian 86,755,960,899 86,755,960,899 86,676,329,704 79,631,195
Barang Tersedia Dijual 88,898,884,163 88,898,884,163 88,819,252,968 -
Persediaan Akhir 2,385,280,092 2,385,280,092| 2,385,280,093] -
Harga Pokok Penjualan 86,513,604,071 86,513,604,071] 86,433,972,875 79,631,196
Laba Kotor 8,225,785,819 8,225,785,819| 8,305,417,015| 79,631,196
Pengurang Penghasilan Bruto:
Beban Gaji Karyawan 5,523,231,350 5,5623,231,350 5,523,231,350] -
Beban Transportasi - -
Beban Angkut Barang 1,115,500 1,115,500 1,115,500 -
Beban Parkir dan Tol 57,381,200 57,381,200 57,381,200 -
Beban Perbaikan Kendaraan 63,723/500 63,723,500 63,723,500 -
Beban KIR/STNK dan Perizinan 74,080,1 74,084,100 74,084,100 -
Beban Besin, Solar dan Olie 200,304,200 200,304,200 200,304,200 -
Beban Transport 11,000,0p0 11,000,000 11,000,000 -
Jumlah Beban Transportasi 407,6@8,50 407,608,500 407,608,500 -
Beban Penyusutan
B. Penyusutan Kendaraan
Bermotor 214,720,304 190,525,304 24,195,000 24,195,000 -
B. Penyusutan Peralatan Kantor ouret) 11,537,753 5,260,436 5,260,436 -
B. Penyusutan Peralatan Show
Room 108,738,121 (61,974,888) 170,713,009 35,637,790| 135,075,219
B. Penyusutan Gedung 368,860,508 368,860,508 368,860,508 -
Jumlah Beban Penyusutan 709,117/122 140,088,169 569,028,953 433,953,734| 135,075,219
Beban Pemasaran/Promosi 45,841,000 45,841,000 - -
Beban Lainnya
Beban Menjamu Tamu 8,682,700 8,682,700 - -
B. Alat Tulis Kantor dan Cetakan| 3WR250 35,594,250 35,594,250 -
Beban Listrik dan Telepon 283,513,900 283,513,500 283,513,500 -



Beban Air Minum
B. Kebersihan dan Keamanan
Beban Keperluan Gudang

B. Pemeliharaan Kantor dan

peralatan
Beban Seragam
Beban Keperluan Show Room
Beban Asuransi Persediaan
Beban Asuransi Kendaraan
Beban Asuransi Uang Tunai
Beban Asuransi Gedung
Beban Asuransi Peralatan

Beban Rupa-rupa

Jumlah Beban Lainnya

Jumlah Pengurang Penghasilan

Bruto

Penghasilan Neto dari Usaha
Penghasilan dan Beban dari Luar
Usaha

Pendapatan Bunga

Pendapatan Lain-lain

Beban Bunga

Beban Bank

Beban Non Operasional

Beban Denda Pajak

Jumlah Penghasilan dari Luar

Usaha Neto

Laba / (Rugi) Sebelum Pajak

3,221,000 3,221,000 3,221,000 -
11,601 /60 11,601,600 11,601,600 -
909,500 909,500 909,500 -
138,008,350 138,008,350| 138,008,350 -
54,180,300 54,180,000 -| 54,180,000
2,521,850 2,521,350 2,521,350 -
10,170/986 10,170,986 10,170,986 -
82,253,204 82,253,204 82,253,204 -
14,123,250 14,123,250 14,123,250 -
15,977,006 15,977,006 15,977,006 -
1,411,434 1,411,434 1,411,434 -
101,591,411 101,591,811 -| 101,591,811
763,759,941 8,682,70( 755,077,241| 599,305,430 155,771,811
7,449,579 194,611,869  7,254,946,044 6,964,099,014 290,847,030
776,227/906 194,611,869 970,839,775 1,341,318,001| (211,215,834)
17,522,574  (17,522,574) - -
6,090,450 6,090,250| 479,787,199 473,696,949
(376,846,694) - (376,846,654)|  (376,846,654) -
(99,273,94Y) - (99,273,947)|  (99,273,947) -
(41,634,2]70) 41,634,270 - -
(87,164,918) 87,164,918 - -
(581,96%5) 111,276,614  (470,030,351) 3,666,598| 473,696,949
194,920,941 305,888,483 500,809,424 1,344,984,509 844,175,175

Sumber : Data Diolah (2007)



Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal baikksbrieskal positif yaitu
koreksi fiskal yang menambah besarnya penghasgam fiskal maupun koreksi
fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang mengurarmgsarnya penghasilan neto
fiskal. Namun belum semua akun pendapatan dan bdilzkukan koreksi fiskal
sesuai dengan UU PPh.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui terdapat-akun pendapatan dan
beban yang belum dilakukan koreksi fiskal sesuagda UU PPh yang masing-

masing akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peredaran Usaha

Peredaran usaha berasal dari penjualan barang giagdrerupa ban
dengan GT dan IRC yang diperoleh dari pembeliamlloRi dalam harga jual
yang dicantumkan pada surat pengiriman barang sukndi dalamnya uneur
biaya angkut yang dibebankan kepada pelanggan puatgeengangkutan tersebut
dilakukan sendiri oleh perusahaan. Namun bebantidaik dilaporkan oleh
perusahaan sebagai penerimaan karena dianggapsebaty kepada karyawan
pengantar barang. Namun seluruh penerimaan bebgkutatersebut tidak
diberikan kepada karyawan. Biaya tersebut diberkapada karyawan sebagai
bonus akhir tahun. Hal ini diketahui berdasarkdisisenilai yang tercantum pada
faktur pajak dan surat pengiriman barang dengaal tolai selisih sebesar Rp

473,696,949.45



Seperti lazimnya pada perusahaan dagang, perusahaamgakui
penjualan pada saat proses penghasilan telah iséées#elah terjadi pertukaran.
Hal ini sesuai dengan dasar pengakuan penghasdaorot akuntansi.

Secara fiskal penjualan tersebut memberikan tammbakemampuan
ekonomis bagi perusahaan. Keadaan ini memenuhitkete pasal 4 UU PPh atas
kriteria penghasilan. Sehingga Penjualan baran@rdgn ini merupakan objek
pajak penghasilan.

Secara umum perusahaan telah mencatat penjualajarddrenar baik
menurut akuntansi maupun fiskal. Namun adanya uméaya angkut yang
dibebankan perusahaan pada konsumen perlu mermafzkuan khusus.

Biaya ini pada dasarnya pasti terjadi setiap kangximan barang
dagangan dilakukan. Dan perusahaan hanya mengafuliftya transpor. Biaya
tersebut termasuk dalam perkiraan parkir, tol, #h@ensin sebagaimana yang
dilaporkan dalam komponen biaya lain-lain pada pesngg penghasilan bruto.

Selain itu perusahaan ternyata tidak melaporkarenreaan ini sebagai
penerimaan perusahaan. Alasannya karena biaydu¢rskan diberikan sebagai
bonus bagi karyawannya.

Ketentuan UU sebagaimana yang dinyatakan dalam ¢ddd PPh yang
mendefinisikan penghasilan kena pajak sebagaipsé¢timbahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Paje&ik yang berasal dari
Indonesia maupun yang berasal dari luar Indoneargy ydapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pagalg ybersangkutan,



dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berarti sdtiap masuk berupa uang
yang dapat dipakai untuk keperluan perusahaankagalaghasilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya angdng dibebankan
perusahaan kepada konsumen adalah merupakan péamghasena perusahaan
menerima suatu aliran masuk kas yang menambah keunsamnekonomisnya dan
digunakan untuk keperluan perusahaan dalam membapasnya. Sehingga atas
biaya angkut tersebut dapat diklasifikasikan selbjagraghasilan kena pajak.

Secara akuntansi penerimaan ini diklasifikasikéragai penerimaan lain-
lain. Alasannya penerimaan ini berasal dari kegidéan di luar usaha utama.
Selain untuk keperluan pelaporan maka penerimaaseimarusnya dilaporkan
baik dalam laporan keuangan komersial maupun lagaraangan fiskal.

Dari uraian di atas maka perlu dilakukan korekskdl untuk penerimaan
dari beban angkut yang dibebankan pada konsumeBeasarnya koreksi fiskal
adalah sebesar selisih antara nilai yang tercapagia surat pengiriman barang
dan faktur pajak yaitu sebesar Rp 473,696,949.dflah ini diklasifikasikan
sebagai penerimaan lain-lain dalam laporan keuarkgamersial dan laporan

keuangan fiskal.

2. Harga Pokok Penjualan

Persediaan awal dan persediaan akhir adalah peasedarang dagangan
yang dinilai berdasarkan MPKP. Dengan metode infugghaan menilai
persediaan awal dan akhir berdasarkan nilai kelénpgonbelian terakhir karena

pembelian pertama telah dikeluarkan dari persediBarusahaan mengandalkan



catatan persediaan dalam bentuk kartu persediamndimutakhirkan pada setiap
akhir bulan.

Pembelian barang dagangan berasal dari pembeliagal®m pembelian
barang dagangan termasuk di dalamnya barang ydad whterima tahun
sebelumnya tetapi baru dicatat tahun ini karenagadraan terlambat mencatat.
Keterlambatan terjadi karena perusahaan beberdpankajadi perantara dari
penjualan barang dagangan sehingga barang yandi d#pgsung dikirim
pemasok ke pelanggan perusahaan. Nilai pembeliam falu yang tercatat tahun
ini besarnya Rp 79.631.195,-. Nilai tersebut bdrdaa pembelian akhir tahun
sebelumnya yang baru dicatat pada tahun 2004.

Harga pokok penjualan yang dilaporkan perusahaataladsebesar Rp
86.513.604.071,-. Perhitungannya dilakukan sepemtimnya perusahaan dagang
dimana saldo awal persediaan ditambah dengan pembeimudian dikurangi
persediaan akhir.

Baik secara akuntansi komersial maupun fiskal gada perusahaan
untuk penghitungan harga pokok penjualan telahtteparsediaan awal dan
persediaan akhir dinilai dengan berdasarkan metodsuk pertama keluar
pertama (MPKP). Perusahaan mencatat persediaana&hkidasar harga barang
yang terakhir dibeli perusahaan karena baranghetisdn yang terakhir masuk
dalam persediaan perusahaan. Metode ini diterintakukeperluan pelaporang
keuangan fiskal. Metode ini juga salah satu metddé&am akuntansi untuk

menghitung saldo persediaan awal dan akhir.



Namun untuk pembelian barang dagangan perlu dikkidoreksi karena
kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan irbathisen adanya pembelian
barang dagangan tahun lalu yang baru dicatat tatigebesar Rp 79.631.195,-.
Hal ini terjadi karena perusahaan sering menjadirgara antara produsen barang
dagangan dengan konsumen sehingga seringkali peagirdilakukan oleh
produsen langsung ke konsumen PT. X. Perusahaamimrgetahui pengiriman
telah dilakukan bila tagihan dari produsen diteripgausahaan. Atas tagihan ini
perusahaan mencatatnya sebagai pembelian.

Dari uraian di atas maka atas pos harga pokok akmuerlu dilakukan
koreksi fiskal atas unsurnya yaitu pembelian bara@agangan sebesar Rp

79.631.195,-. Koreksi ini menjadi koreksi positiis harga pokok penjualan.

3. Beban Gaji Karyawan

Beban Gaji karyawan adalah beban yang dikeluarlaaosphaan untuk
membayar gaji pegawai mulai dari direktur utamapsrpesuruh kantor.

Beban gaji karyawan telah memenuhi ketentuan fasdl) PPh sebagai
pengurang penghasilan karena beban gaji merupa&banbyang dikeluarkan
dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihanghpsilan. Dengan
beban ini perusahaan memelihara penghasilannyadengnggaji karyawannya.
Secara fiskal dan komersial tidak ada perbedadalpem atas bebab ini. Beban

ini diakui pada saat terhutangnya. Atas bebandaktada koreksi fiskal.



4. Beban Transportasi

Beban tranportasi yang terdiri dari beban angkuag beban parkir dan
tol, beban perbaikan kendaraan, beban KIR/STNK mizinan, beban bensin,
solar dan olie, dan beban transport merupakan bgbandikeluarkan perusahaan
untuk operasional kendaraan dinas perusahaan. Beiaasportasi telah sesuai
dengan pasal 6 UU PPh sehingga atas beban ini fiddl dilakukan koreksi

fiskal.

5. Beban Penyusutan

Beban penyusutan diakui setahun penuh dan dihilengan mengalikan
golongan aktiva tetap dengan tarif penyusutannyktivA perusahaan selain
bangunan digolongkan pada golongan dua dengan3@%f sedangkan aktiva
yang berupa gedung dihitung dengan tarif 5%. Rergan penyusutan dilakukan
dengan metode saldo menurut ganda dan garis latuk bangunan.

Beban penyusutan ini adalah Beban termasuk dalamc@a Beban yang
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuaal pgsUU PPh. Namun
demikian fiskus perlu mengetahui jenis aktiva apagydisusutkan. Hal ini untuk
memenuhi syarat bahwa beban tersebut dimaksudkaunk umendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan.

Beban penyusutan perusahaan berasal dari penywskitea tetap berupa
kendaraan bermotor, peralatan kantor, peralatanv sttmm, dan bangunan.

Kendaraan terdiri dari motor, mobil pick up darktr@edangkan peralatan kantor



dan peralatan show room berupa meja tulis, medik, keomputer, lemari kursi,
dan sebagainya.

Untuk kendaraan, baik motor atau mobil, diugunakemuk kegiatan
operasional perusahaan. Kendaraan tersebut ates permsahaan dan disimpan
dikantor atau tidak dibawa pulang oleh siapapun.hirf§ga maksud
penggunanaanya semata-mata untuk kegiatan usahsapaan baik untuk
pemasaran atau mengantarkan barang dagangan.

Begitu pula untuk peralatan kantor dan peralataowshioom yang
digunakan untuk kegiatan operasional perusahaaat-afdt ini digunakan di
kantor untuk kegiatan. Pemasaran, administrasudamm perusahaan.

Namun untuk penyusutan peralatan show room petakukan koreksi
fiskal positif sesuai dengan pasal 11 UU PPh, yadgtioan penyusutan atas aktiva
berupa las yang dibeli pada bulan Februari 2005 damit diesel genset yang
dibeli pada bulan Oktober 2005.

Penyusutan atas kedua aktiva tersebut menurut SRlaha sebagai

berikut:
Tabel 4.2
Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset
Menurut SPT Tahun Pajak 2005
Aktiva Bulan Harga Penyusutan

Perolehan Perolehan Tarif 50%
Alat Las Februari 2005 Rp 14.699.492 Rp 7,349,746
Diesel Genset Oktober 2005 Rp 322.710.57% Rp 161,355,288

Jumlah Rp 168,705,034

Sumber : Daftar aktiva perusahaan



Sesuai dengan pasal 11 ayat (3) UU PPh yang bdarbuny

(3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannyagstuaran, kecuali

untuk harta yang masih dalam proses pengerjaanyysrtannya dimulai

pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebutl RPh 2000:11)
Maka beban penyusutan yang seharusnya menurut WJaRR kedua aktiva
tersebut dihitung mulai bulan dilakukannya pemivelidengan perhitungan
sebagai berikut:
Alat Las diperoleh bulan Februari 2005, dengan #&mi penyusutan yang
diperkenankan adalah mulai bulan Februari sampagate Desember 2005 atau
sebanyak 11 bulan dari total 12 bulan, begitu jdgagan mesin diesel genset
yang diperoleh bulan Oktober 2005, maka beban mengo yang diperkenankan
adalah sebanyak 3 bulan dari total 12 bulan, sghirgerhitunganpenyusutan
menurut UU PPh beserta koreksinya adalah sebaghube

Tabel 4.3

Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset
Menurut UU PPh Tahun Pajak 2005

Alat Las ‘Rp 14.699.492 X 50% X 11 bulan / 12 butaRp 6,737,267
Diesel Genset :Rp 322.710.575 X 50% X 3 bulanbdlan = Rp 26,892,548

Jumah Rp 3396315

Sumber : Data diolah (2007)

Tabel 4.4
Koreksi Penyusutan Alat Las dan Diesel Genset T&tajak 2005

Aktiva Penyusutan Koreksi
Menurut SPT Menurut UU PP}
Alat Las Rp 7,349,746 Rp 6,737,267 Rp 612.479
Diesel Genset Rp 161,355,288 Rp 26,892,548 Rp 34.462.740
Jumlah Rp 168,705,034 Rp 33.629.815 Rp 135.075.219

Sumber : Data diolah (2007)



6. Beban Pemasaran / Promosi

Beban Pemasaran / Promosi merupakan beban yanlyaihkan untuk
kalender, kaos, dan suvenir lainya yang diberikacasa cuma-cuma kepada
pelanggan. Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) hurutJ3PBh, beban tersebut
termasuk dalam kategori beban yang tidak diperlialehsebagai pengurang
penghasilan bruto, dan perusahaan juga telah melakkoreksi fiskal positif atas

beban ini sehingga tidak diperlukan lagi korekskdil.

7. Beban Lainnya

Beban lain-lain adalah beban operasional perusatelam keempat jenis
Beban di atas. Atas beban-beban tersebut perllitidiigakah memenuhi syarat
untuk dapat diklasifikasikan sebagai pengurang lpasitan bruto sesuai pasal 6
UU PPh dan selanjutnya atas beban tersebut ditemtuktuk dilakukan koreksi
fiskal atau tidak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dat éitas keseluruhan
beban lain-lain adalah pada pengklasifikasiannyadaP laporan keuangan
komersial beban-beban ini diklasifikasikan dalarbdseumum dan administrasi.
Sedangkan pada laporan fiskal, dalam hal ini SBbab-beban tersebut menjadi
komponen beban lain-lain di luar beban gaji karyaweeban transportasi, beban
penyusutan dan beban pemasaran / promosi.

Beban menjamu tamu termasuk dalam kategori bebary yedak

diperbolehkan sebagai pengurang bruto sesuai deyvagaah 9 ayat (1) huruf e UU



PPh, dan perusahaan telah melakukan koreksi fipkaitif atas beban ini
sehingga tidak diperlukan lagi koreksi fiskal.

Beban alat tulis kantor dan cetak, listrik dan gele air minum,
pemeliharaan kantor dan peralatan, kebersihan @éamdnan, dan keperluan
gudang adalah beban yang dikeluarkan dalam rangkalapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan. Beban tersebut diantarbesgmubungan dengan beban
penyusutan inventaris kantor, misalnya Beban alis tkantor, telepon, dan
pemeliharaan alat kantor. Atas beban-beban inktiditakukan koreksi fiskal
karena telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU PPh.

Beban seragam pada hakekatnya adalah pemberian delatuk natura
atau kenikmatan sebagaimana yang disebutkan dadaal ® UU PPh. Beban ini
secara akuntansi komersial dapat dibebankan sebaban. Tetapi secara fiskal
beban ini tidak boleh dikurangkan dari penghashamo alasannya beban ini
tidak dimaksudkan untuk mendapatkan, menagih, damehhara penghasilan
sehingga atas beban ini dilakukan koreksi fiskaiukinrkeperluan pemenuhan
undang-undang.

Beban asuransi kendaraan, persediaan, uang twthing, dan peralatan
dimaksudkan memberikan jaminan kelangsungan oppesgjgunaan kendaraan,
aktiva lainnya. Beban ini memenuhi syarat sebagagprang penghasilan bruto
sehingga atas beban ini tidak dilakukan korekkafis

Beban rupa-rupa pada hakekatnya adalah pemberiam deentuk natura
atau kenikmatan, sumbangan, biaya makan sebagaiyaagadisebutkan dalam

pasal 9 UU PPh. Beban ini secara akuntansi kometapat dibebankan sebagai



Beban. Tetapi secara fiskal Beban ini tidak bolé&turdngkan dari penghasilan
bruto alasannya Beban ini tidak dimaksudkan untekaapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan sehingga atas Beban irkultitan koreksi fiskal untuk

keperluan pemenuhan undang-undang.

8. Penghasilan dan Beban Dari Luar Usaha

Penghasilan dan beban dari luar usaha adalah tserkalengan
penerimaan perusahaan dari penerimaan lain-lain bddran di luar kegiatan
utama yang terdiri dari pendapatan bunga, pendapata-lain, beban bunga
bank, beban administrasi bank, beban non operdstarabeban denda pajak.

Secara akuntansi dan fiskal perusahaan telah nandah melaporkan
dengan benar setiap penerimaan di luar kegiatamautperusahaan. Namun
demikian penerimaan ini masih perlu dilakukan kerdiskal sehubungan dengan
penerimaan ongkos angkut yang dijelaskan dalanabdwgrikut.

Pendapatan bunga merupakan pendapatan jasa gigoayas rekening
giro perusahaan. Secara komersial, pendapatarelat ticatat dengan benar
namun, pendapatan bunga merupakan pendapatan gkaig dikenakan PPh
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UUseiilhgga perusahaan telah
melakukan koreksi negatif sesuai UU PPh.

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan damugenj karton, karung,
dan ban bekas. Pendapatan lain-lain telah dicsgagath benar baik secara

komersial maupun fiskal, sehingga tidak perlu dikdn koreksi fiskal.



Dari uraian mengenai peredaran usaha maka atashamlag dari luar
usaha dikoreksi positif sebesar Rp 473,696,949MUBnlah ini berasal dari
penerimaan konsumen untuk pembayaran ongkos angkog dibebankan
perusahaan. Perusahaan belum melaporkan penerimdsmk secara komersial
maupun secara fiskal. Sehingga pendapatan lairdikomeksi positif sebesar nilai

tersebut.

B. Analisis Laba Sebelum Pajak Menurut SPT dan Laba Kea Pajak
Menurut UU PPh

Berdasarkan uraian di atas maka besarnya labauselgjak menurut
SPT dan laba/penghasilan kena pajak menurut UU @RkBh terjadi perbedaan.
Perbedaan tersebut dimungkinkan karena perusahaagatami beberapa koreksi
fiskal atas perkiraan-perkiraannya sesuai dengatenken undang-undang
perpajakan.

Seluruh koreksi fiskal yang telah dilakukan berdgssa undang-undang
perpajakan bersifat koreksi fiskal positif. Artinja@reksi fiskal tersebut akan

menambabh laba sebelum pajak.



Hasil analisis penerapan undang-undang pajak afasrdn keuangan
dalam hal ini laporan laba rugi perusahaan sebagaingang diuraikan pada sub
bab A di atas adalah sebagai berikut:

1. Peredaran usaha tidak dikoreksi fiskal karena tetguai dengan ketentuan
undang-undang.

2. Harga pokok penjualan dikoreksi atas pembelian ysetgarusnya dibeban
tahun lalu. Besarnya koreksi fiskal tersebut ad&®plv9.631.195,- .

3. Pengurangan penghasilan bruto dikoreksi posité diaya-biaya yang tidak
sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU PPh dan tetatiukan untuk dikoreksi
fiskal sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9RPH. Total koreksi
fiskal atas pengurang penghasilan bruto sebesa®B847.029,-

4. Penghasilan dari luar usaha dikoreksi positif karagla penerimaan dari
pembebanan biaya angkut kepada konsumen. Besaorgsk adalah Rp
473.696.949,-

Total koreksi fiskal atas pos-pos perkiraan dalapofan keuangan perusahaan

yang dilaporkan dalam SPT-nya adalah sebesar RAB3L475,-



C. Penghitungan PPh Terutang
Selanjutnya penulis akan membandingkan laba seb@lajak sebagai
dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang me®PT dengan menurut

UU PPh dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5
PPh Terutang Tahun 2005
Uraian Menurut Koreksi
SPT UU PPh

Laba sebelum Pajak/ 500,809,424 1,344,984,599 844,175,175
Penghasilan Neto

Kompensasi Kerugian 0 0 0
Penghasilan Kena Pajak 500,809,0001,344,984,000 844,175,000
Pajak Terutang 132,742,700 385,995,200 253,252,500
Kredit Pajak 254,568,000 254,568,000 0
Pajak Kurang/(Lebih Bayar) (121,825,300) 131,427,200 253,252,500

Sumber : Data diolah (2007)

Selisih tersebut adalah total koreksi fiskal yaatgs laporan keuangan
perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undaimgidhnya telah diuraikan
pada bagian sebelumnya.

Dengan membandingkan kedua perkiraan rugi labaranaba sebelum
pajak menurut SPT dengan laba sebelum pajak metnluPPh maka dapat
diketahui besarnya perbedaan kedua jenis laporaebtgt. Perbedaan tersebut
semata-mata karena penerapan ketentuan UU PPh lsgggasan keuangan
komersial sehingga didapatkan laporan keuangaralfighng telah memenuhi
ketentuan perundangan.

Berdasarkan perhitungan atas pajak penghasilaatagi maka besarnya

pajak penghasilan setelah penerapan ketentuan WUreRingkat sebesar 191%



dari sebelum penerapan UU PPh. Peningkatan inbald&an adanya koreksi
fiskal yang cukup besar atas beberapa pos perkidatam laporan keuangan
komersial perusahaan.

Jadi pajak terhutang yang sebenarnya menjadi bpbearsahaan apabila
perusahaan melakukan koreksi fiskal atas laporaarigan komersialnya sesuai
dengan UU PPh adalah sebesar Rp 385,995,200,-n&gverusahaan dapat
mengkreditkan PPh pasal 25 yang telah dibayarkbagse kredit pajak maka
besarnya PPh pasal 29 sebagai angsuran terakhieRRIitang yang berdasarkan

koreksi fiskal laporan keuangannya adalah sebgsdi3R,427,200,-.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya makalispetapat
memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas alemdapatan dan beban
belum sepenuhnya sesuai dengan UU PPh.
2. Ditemukan beberapa koreksi fiskal akun pendapatanigtban sejumlah Rp
844.175.175,- sesuai dengan ketentuan undang-ungangajakan yang

berlaku.

B. Saran
Penulis memberikan saran-saran bagi perusahaagesdtamikut:

1. Perusahaan sebaiknya melakukan penelitian terletdulu sebelum
memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunannya dalarmihlaérhubungan
dengan perkiraan-perkiraan beban yang memenuhtkete pasal 9 UU PPh
untuk dikoreksi secara fiskal karena bukan bebary yhkategorikan sebagai

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharghpsilan.



2. Sebelum dilakukan pemeriksaan maka sebaiknya peasamelakukan
perbaikan dan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahyaa dengan
mengungkapkan kesalahan yang dilakukannya. Atasehsgbut perusahaan

bersedia menanggung segala sanksi yang telahpkgetaindang-undang.
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Lampiran 1

OBJEK PAJAK DAN BUKAN OBJEK PAJAK

Dalam Pasal 4 UU PPh dijelaskan mengenai objekkp@gn bukan objek
pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Yang Menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yatiag tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Paja&kik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapgskdi untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersaamgkaengan nama dan

dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekati@ajasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, teion, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam Henkainnya, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatampelaghargaan.

3. Laba usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengdiduas termasuk:

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada persgveesekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesayerntadal;
b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuanbddan lainnya,

karena pengalihan harta kepada pemegang sahany satiaw anggota;



8.

9.

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelebumemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibabdian atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluazdarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagantaarbadan pendidikan
atau badan sosial atau badan pengusaha kecil wgtnkaperasi yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidzkraubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaaragpiteak-pihak yang
bersangkutan.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telatvaliit@n sebagai biaya.

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan largaminan

pengembalian utang.

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, setndividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, danag@mbhasil usaha

koperasi.

Royalti

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pexsygbarta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11.Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali salapgan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12.Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14.Premi asuransi.



15.luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan daggotanya yang terdiri
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau peketpebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghmagdeng belum
dikenakan pajak.

17.Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabttabangan lainnya,
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritaswyaindi bursa efek,
penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah adam bangunan serta
penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajakngturddengan Peraturan

Pemerintah.

Sedangkan yang termasuk bukan objek pajak adalah:

1. a. bantuan sumbangan, termasuk zakat yangndétesieh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disablketn Pemerintah dan
para penerima zakat yang berhak;

b. harta hibahan yang diterima oleh keluasgiagah dala garis keturunan lurus
satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau baddidigan atau badan
sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi gaeigpkan oleh Menteri
Keuangan;

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pakeKapemilikan, atau

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

2. Warisan



3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima bkettan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai penggahtinsaatau sebagai ganti
penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan jgeekeatau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura ataikkeatan dari Wajib Pajak
atau Pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepadamihadi sehubungan dengan
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuvemsaguransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;

6. dividen atau bagian laba yang diterima atau rdiph perseroan terbatas
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badsahd Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modabpaaddan usaha yang
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dergyarat:

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditadem;

b. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Nedan Badan Usaha Milik
Daerah yang menerima dividen, kepemilikan sahama plaadan yang
memberikan dividen paling rendah 25% (dua pululalpersen) dari jumlah
modal yang disetor dan harus mempunyai usaha diktifar kepemilikan
saham tersebut.

7. luran yang diterima atau diperoleh dana pensiang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayleh qpemberi kerja

maupun pegawai.



8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dasrssiun sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertgaty ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh angdata perseroan komanditer
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, kpgusa, perkumpulan,
firma, dan kongsi.

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperolelupainaan reksadana selama 5
(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaanpe@berian ijin usaha.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pbasamodal ventura berupa
bagian laba dari badan pasangan usaha yang diduée@ menjalankan usaha
atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badamgas usaha tersebut:

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, ataumganglankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan denggputsan Menteri
Keuangan; dan

b. sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efekdbresia.



Lampiran 2

BEBAN PENGURANG PENGHASILAN DAN

BEBAN BUKAN PENGURANG PENGHASILAN

Dalam Pasal 6 (1) UU PPh dijelaskan mengenai beary dapat
mengurangi penghasilan dan dalam pasal 9 (1) UU dijelaskan mengenai
beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
Yang termasuk beban yang dapat mengurangi penghdstha pajak Bagi Wajib
Pajak dalam negeri adalah:

1. Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharghpsilan, termasuk
beban pembelian bahan, beban berkenaan denganjapekeastau jasa
termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikakn tunjangan yang
diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royadidan perjalanan, beban
pengolahan limbah, premi asuransi, beban admigsisttin pajak kecuali
Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh Haetaujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hala@des beban lain yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahbagsemana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

3. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya tekdhkhn oleh Menteri

Keuangan.



4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan hartg giamiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatknenagih, dan
memelihara penghasilan.

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

6. Beban penelitian dan pengembangan perusahaan yakgkan di Indonesia.

7. Beban bea siswa, magang, dan pelatihan.

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dersgarat:

a. telah dibebankan sebagai beban dalam laporanugb&amersial;

b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada HRemgadegeri atau
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) aadanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutanggeéasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atatsibudan

d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yahak tdapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak.

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut denga kspat Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan beban yang tidak boleh mengurangi petayhasialah:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apssgmenti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaaaasi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk keypsmt pribadi

pemegang saham, sekutu atau anggota.



. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecdahgam piutang tak
tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha ridwgaopsi, cadangan
untuk usaha asuransi dan cadangan beban reklamatsik uusaha

pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratrigaapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaananasujiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar Welib Pajak orang

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerjandaemi tersebut dihitung
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersaagku

. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekesj@a jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, Kepeayediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggaat@m imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentuydag berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Ksgputenteri Keuangan.

. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan d@pg@emegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimestragai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbanganwaaisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan hurutelouali zakat atas
penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WRamk orang pribadi

pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badamdadsyeri yang dimiliki

oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakatlambaga amil zakat

yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.



8. Pajak Penghasilan.

9. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk keyggamt pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

10.Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuamafi atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

11.Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kamakrta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaamdgegeundangan di

bidang perpajakan.



PT. X

LAPORAN LABA RUGI

Lampiran 3

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005

Penjualan

Harga Pokok Penjualan:
Persediaan Awal
Pembelian
Tersedia untuk Dijual

Persediaan Akhir

Laba Bruto Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha
Penghasilan Bruto

Pengurang Penghasilan Bruto:

Beban Gaji Karyawan
Beban Penyusutan
Beban Bunga Pinjaman

Beban lain-lain

Penghasilan Neto
Kompensasi Kerugian
Laba Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan

Laba Bersih

Rp 94.739.389.890

Rp 2.142.923.264
Rp 86.755.960.899

Rp 88.898.884.163

(Rp 2.385.280.092)
(Rp 86.513.604.071)
Rp 8.225.785.819
Rp 6.956.223
Rp 334.961.048

Rp  58.250.000
Rp  6.325.731
Rp  94.228.335

Rp  54.428.969

(Rp_ 213.233.035)
Rp 121.728.013
(Rp__ 13.531.924)
Rp 108.196.089
(Rp__ 14.958.800)

Rp 93.237.289







